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ABSTRACT: This study aimed to examine the effect of law enforcement and gender on tax
evasion, mediated by moral taxes. The population in this study is an individual taxpayer who
is registered on tax office of Prtama Tampan. The sampling technique used is convenience
sampling with total sample of 64 individual tax payer. The technique analysis used is
Structural Equation Model with software Smart PLS. The results showed that law enforcement
significant positive effect on tax morale, while gender does not affect on tax morale. Tax
morale significant negative effect on tax evasion. The analysis also showed tax morale
mediates the effect of law enforcement on tax evasion, against tax morale does not mediate
the effect of gender on tax evasion.
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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penegakan hukum dan gender
terhadap penggelapan pajak, dimediasi oleh moral pajak. Populasi dalam penelitian ini
adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru.
Teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling dengan jumlah sampel
sebanyak 64 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah Struktural Equation Model
dengan menggunakan software Smart PLS. Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum
berpengaruh positif signifikan terhadap moral pajak, sedangkan gender tidak berpengaruh
terhadap moral pajak. Moral pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan
pajak. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa moral pajak memediasi pengaruh penegakan
hukum terhadap penggelapan pajak, namun tidak memediasi pengaruh gender terhadap
penggelapan pajak.
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PENDAHULUAN

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dibebankan oleh
pemerintah atas pendapatan, kekayaan dan keuntungan modal orang pribadi dan
perusahaan, serta hak milik yang tidak bergerak. Dalam konteks penerimaan dan
pengeluaran negara sudah pasti pungutan pajak tersebut berdampak langsung terhadap
sistem keuangan dan perekonomian nasional, yang pada gilirannya mempengaruhi semua
aspek kehidupan Negara.

Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun wajib pajak
yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak, karena pajak adalah iuran yang
sifatnya dipaksakan, maka negara juga tidak membutuhkan ‘kerelaan wajib pajak’. Yang
dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi
negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pungutan dari pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai
pembangunan negara dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber
utama pembiayaan dalam anggaran pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah melakukan
berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Walaupun pemerintah melakukan
berbagai cara namun penerimaan pajak pada umumnya tidak mencapai target yang
ditetapkan.

Pada tahun 2014 Dirjen Pajak mencatat rekor penerimaan pajak yang sangat
menyedihkan. Realisasi penerimaan pajak menunjukkan angka rekor realisasi realisasi
pajak terendah selama 25 tahun. Dalam APBN-P 2014, pemerintah menetapkan target
sebesar Rp 1.246,1 triliun. Namun, sampai akhir tahun 2014 hanya mencapai Rp 1.143,3 triliun
atau 91,75 persen dari target tersebut. Rendahnya pencapaian realisasi penerimaan pajak
tahun 2014 merupakan pengulangan dari prestasi (kegagalan) pemerintah dalam beberapa
tahun ke belakang, ( Wiko, 2015)

Praktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak justru menjadi celah
(loophole) yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan
pajak untuk bekerjasama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan di bidang
perpajakan (tax crime) seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan
pemalsuan dokumen yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan illegal yang
sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga pada gilirannya menyebabkan
distorsi penerimaan atau kekayaan negara.

Kasus-kasus kejahatan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di negara
berkembang lainnya. Kasus yang yang terjadi di berbagai Negara ini telah menarik pehatian
para peneliti. Berbagai teori telah dikemukakan untuk merespon kejahatan pajak.
Pendekatan ekonomi klasik menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi dan denda yang
berat muncul sebagai strategi yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan pajak
(Allingham & Sandmo, 1972; Srinivasan, 1973). Wajib Pajak berperilaku sebagai agen
rasional yaitu keputusan untuk melakukan penggelapan pajak tergantung pada besarnya
risiko yang dihadapi. Artinya jika risiko untuk tertangkap rendah mereka akan cenderung
untuk melakukan penggelapan pajak.

Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tinggi akan mengurangi
terjadinya kejahatan pajak. Allingham & Sandmo (1972) dan Srinivasan (1973) yang
menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi dan denda yang berat merupakan strategi
yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan pajak. Hasil penelitian oleh Schneider &
Enste (2000, 2002) menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah, ke sewenang-
wenangan penegakan hukum dan lemahnya peraturan perpajakan mendorong terjadinya
korupsi dan penggelapan pajak. Namun penelitian Taher (201) dan Fuadi (2012) bahwa
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penegakan hukum yang berlaku justru tidak berpengaruh pada perilaku wajib pajak dalam
mebayar pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yaitu Torgler (2005); Torgler dan Alm (2006)
menemukan bahawa gender mempengaruhi etika seseorang. Perempuan ditemukan
memiliki etika yang lebih tinggi sehingga memiliki moral yang lebih tinggi. Penelitian Basri
(2013) menemukan bahwa pria memiliki kecendrungan untuk melakukan penggelapan
pajak yang lebih tinggi. Namun pengaruh gender terhadap kecurangan masih menjadi suatu
perdebatan. Berdasarkan Coate dan Frey (2000) Pendekatan struktural menyatakan bahawa
perilaku etis wanita dan pria tidak berbeda.

Penelitian ini menggunakan moral pajak sebagai variabel yang memediasi hubungan
penegakan hukum, dan gender dengan penggelapan pajak. Seperti yang dikemukakan
Torgler (2012) moral pajak yang dimiliki seseorang menentukan terjadinya perilaku
kecurangan pajak. Torgler dan Murphy (2005) menyatakan moral pajak sebagai prinsip-
prinsip moral atau nilai-nilai yang dimiliki oleh individu tentang membayar pajak mereka.
Hasi penelitiannya Torgler (2012) menunjukkan terdapat penurunan moral pajak pada 7
negara.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai
pengaruh penegakan hukum, gender, dan moral pajak terhadap penggelapan pajak, dan
moral pajak memediasi hubungan penegakan hukum dengan penggelapan pajak, moral
pajak memediasi hubungan gender dengan penggelapan pajak.

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Moral Pajak

Penegakan legal berdasarkan aturan hukum memberikan landasan yang penting
untuk pencegahan menyimpang bentuk perilaku, seperti korupsi dan penggelapan pajak
(Schneider & Enste, 2000, 2002; Brunetti & Weder, 2003). Aturan hukum menganggap
bahwa otoritas pemerintah hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan
tertulis yang disahkan melalui prosedur yang telah ditetapkan (Joireman, 2001). Lebih dari
itu, aturan hukum dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap keputusan sewenang-
wenang oleh pemerintah dalam kasus individual (Eigen, 2002; Brunetti & Weder, 2003). Hal
ini memastikan bahwa lembaga utama dari sistem hukum (misalnya, pengadilan, jaksa, dan
polisi) menegakkan hukum secara efektif dan cukup.

Torgler dan Schneider (2004) menemukan bahwa moral pajak (tax morale) seorang
wajib pajak sangat dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak. Banyaknya terjadi kasus
kecurangan yang tidak ditangani oleh penegak hukum secara tepat menimbulkan
kewajiban moral wajib pajak untuk membayar pajak menjadi menurun. Oleh sebab itu
tindakan yang tegas oleh pemerintah untuk menindak pelaku kecurangan dapat
mempengaruhi moral pajak para wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka
dihipotesiskan:

Hi: Penegakan hukum berpengaruh terhadap moral pajak

Pengaruh gender terhadap moral pajak

Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan lebih memiliki sikap etis
dibandingkan dengan pria. Namun, beberapa studi lain mengemukakan tidak ada
perbedaan yang signifikan antara sikap etik yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Dalam sebuah studi eksplorasi Roxas dan Stoneback (2004) menganalisis respon
siswa dari delapan negara yang berbeda, termasuk Kanada dan China, untuk pertanyaan
tentang tindakan kemungkinan mereka untuk suatu dilema etis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa di Ukraina siswa laki-laki akuntansi memiliki tingkat etika yang lebih
tinggi dibandingkan mahasiswa akuntansi perempuan. Di Cina mahasiswa akuntansi
perempuan memiliki tingkat etika yang lebih tinggi dari pada rekan-rekan pria mereka.
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Tidak ada perbedaan yang signifikan ditemukan dengan negara lain: Amerika Serikat,
Australia, Filipina, Jerman, Kanada dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin
berpengaruh pada etika.

Berdasarkan Coate dan Frey (2000), terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan
untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh gender terhadap perilaku etis maupun
persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan
sosialisasi. Pendekatan struktural, menyatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita
disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran
lainnya. Sosialisasi awal dipengaruhi oleh reward dan insentif yang diberikan kepada
individu di dalam suatu profesi. Karena sifat dan pekerjaan yangsedang dijalani membentuk
perilaku melalui sistem reward dan insentif, maka pria dan wanita akan merespon dan
mengembangkan nilai etis dan moral secara sama dilingkungan pekerjaan yang sama.
Dengan kata lain, pendekatan struktural memprediksi bahwa baik pria maupun wanita di
dalam profesi tersebut akan memiliki perilaku etis yang sama.

Berbeda dengan pendekatan struktural, pendekatan sosialisasi gender menyatakan
bahwa pria dan wanita membawa seperangkat nilai dan yang berbeda ke dalam suatu
lingkungan kerja maupun ke dalam suatu lingkungan belajar. Perbedaan nilai dan sifat
berdasarkan gender ini akan mempengaruhi pria dan wanita dalam membuat keputusan
dan praktik. Para pria akan bersaing untuk mencapai kesuksesan dan lebih cenderung
melanggar peraturan yang ada karena mereka memandang pencapaian prestasi sebagai
suatu persaingan. Berkebalikan dengan pria yang mementingkan kesuksesan akhir atau
relative performance, para wanita lebih mementingkan self-performance. Wanita akan lebih
menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan hubungan kerja yang harmonis,
sehingga wanita akan lebih patuh terhadap peraturan yang ada dan mereka akan lebih kritis
terhadap orang-orang yang melanggar peraturan tersebut.

Torgler (2005) dan Torgler dan Alm (2006) menemukan bahawa perempuan
memiliki moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria, oleh sebab itu perempuan
memiliki kecendrungan yang lebih rendah untuk melakukan penggelapan pajak.
Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan :

H2: Gender berpengaruh terhadap moral pajak

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), moral merupakan ajaran tentang
baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya.
Menurut Velasquez (2005), moralitas diartikan sebagai pedoman yang dimiliki individu
atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau baik dan jahat.

Menurut Hidayat dan Nugroho (2010:88), kewajiban moral adalah norma individu
yang dimilki oleh wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan tindakan yang
mempunyai nilai positif dimata masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kewajiban
perpajakan. Torgler dan Schneider (2004) menemukan bahwa tax morale seorang wajib
pajak sangat dipengaruhi oleh perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Parker et al (1995), dan Mustikasari
(2007), menunjukkan bahwa tingkat moral individu secara signifikan berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Wenzel (2004),
menyatakan bahwa individu yang memiliki norma individu yang kuat dalam kejujuran dan
moral pajak lebih berperilaku patuh.

Maka dari itu, semakin tinggi moral seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak,
atau dengan kata lain semakin tidak bermoral seseorang, semakin besar pula niat orang itu
untuk tidak patuh terhadap pajak dan semakin besar pula niat untuk melakukan tindakan
tax evasion. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi moral seseorang, semakin patuh
orang itu terhadap pajak dan tidak akan melakukan tindakan tax evasion. Pengaruh
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kewajiban moral yang signifikan menunjukkan bahwa moral seseorang mampu menjadi
penjaga niat orang itu dalam berperilaku patuh pajak. Hipotesis yang dapat dikemukakan
sebagai berikut:

H3: Moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Mediasi Moral Pajak terhadap Penegakan Hukum dan Penggelapan Pajak
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas bahwa penegakan hukum dan gender

mempengaruhi perilaku seseorang yang mempengaruhi kewajiban moral seseorang untuk

membayar pajak. Moral pajak menurut penelitian terdahulu juga menunjukkan hubungan

yang signifikan dengan terjadinya penggelapan pajak. Oleh sebab itu diduga moral pajak

adalah sebagai variable mediasi. Hipotesis yang diturunkan adalah sebagai berikut:

H4: Moral pajak memediasi pengaruh gender terhadap penggelapan pajak.

Hs: Moral pajak memediasi pengaruh gender terhadap penggelapan pajak.

Model Penelitian

Gambar 1 Model Penelitian

Penegakan
hukum

Moral pajak
oratpaja Penggelapan

Pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama
Pekanbaru. Teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling yaitu
pengambilan sampel dengan cara yang paling mudah menurut peneliti. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara mengantarkan kuisioner secara langsung kepada responden dalam
penelitian ini. Pada waktu yang ditentukan kuisioner akan dijemput kembali.

Definisi Operasional Variabel
Penggelapan Pajak

Variabel dalam penelitian ini adalah variable dependen berupa pengelapan pajak.
Kecurangan pajak menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh McGee (2006).
Secara umum terdapat 3 pandangan dasar mengenai etika kecurangan pajak. Pertama
pandangan bahwa kecurangan pajak tidak etis, kedua, kecurangan pajak kadang-kadang
etis dan ketiga, kecurangan pajak etis. Variabel diukur dengan menggunakan 15 item
pertanyaan yang diukur dengkan skala likert dengan poin 1 s/d 5 yaitu sangat tidak setuju
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s/d sangat setuju. Skor rendah menunjukkan ketidak setujuan dengan tax evasion dan skor
tinggi menunjukkan penerimaan tax evasion.

Penegakan Hukum

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: Penegakan hukum Kekuasaan
otoritas didefinisikan sebagai persepsi pembayar pajak terhadap otoritas pajak untuk
mendeteksi dan menghukum kejahatan pajak (Kirchler, Hoelzl, dan Wahl 2008). Untuk
mengukur kekuasaan dalam otoritas menggunakan 3 pertanyaan yang mengukur
probabilitas terdeteksinya penggelapan pajak dan keefektifan hukuman yang diberikan..
Pertanyaan diukur dengkan sklala likert 5 poin dengan ranking 1= sangat tidak setuju
sampai dengan 5= sangat setuju

Gender

Dalam penelitian ini, jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin
dalam penelitian ini hanya digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang
berbeda terhadap moral pajak dengan persepsi kecurangan pajak berdasarkan perbedaan
jenis kelamin wajib pajak. Untuk laki-laki diberi kode 1 dan perempuan diberi kode o

Moral pajak

Moral pajak umumnya didefinisikan dalam literatur pajak sebagai motivasi intrinsik
untuk membayar pajak. Hal ini dijelaskan oleh Torgler dan Murphy (2005) sebagai prinsip-
prinsip moral atau nilai-nilai dimiliki oleh individu tentang membayar pajak mereka. Untuk
menjelaskan moral pajak sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak,
sangat penting untuk memahami unsur-unsur yang membentuk moral pajak. Moral pajak
diukur dengan menggunakan 5 item pertanyaan yang diadopsi dari Tax moral-Fillipine
(2013)

Metode Analisis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan Structural Equation
Model (SEM) dengan menggunakan software Partial Least Square (PLS). PLS adalah model
persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (variance). Menurut
Ghozali (2006) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM
berbasis covariance menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya
menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model.

PLS merupakan metode analisis yang powerfull (Wold, 1985 dalam Ghozali, 2006)
karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya, data harus terdistribusi normal,
sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga
dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten.

Mediating effect akan diuji dengan metode causal step yang diajukan oleh Baron
dan Kenny (1986) Hair (2010). Mediasi akan terjadi apabila pengaruh variabel independen
ke variabel mediasi signifikan dan pengaruh variabel mediasi ke dependen juga signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari 100 kuisioner yang disebarkan, jumlah kuisioner yang terkumpul dan diolah
sebanyak 64 kuisioner. Gambaran umum responden dapat dilihat pada tabel 1 berikut :



139 Akuntabilitas: Vol. VIII No. 2, Agustus 2015

Tabel 1. Profil Responeden

No Keterangan - Responden
Frekuensi Persentase
1. Jenis Kelamin
a. Pria 26 41%
b. Wanita 38 59%
Total 64 100%
2. Usia
a. <30 tahun 26 41%
b. 31-40 tahun 17 27%
C. 41-50 tahun 12 19%
d. >50 9 13%
Total 64 100%
3. Pendidikan Terakhir
a. SD - SMA 5 8%
b. D3-S1 56 87%
c. S2 3 5%
Total 64 100%
4. Agama
a. Islam 57 89%
b. Kristen 5 8%
c. Lainnya 2 3%
Total 64 100%
5 Mengikuti Pelatihan Pajak
a. Pernah
b. Tidak Pernah 16 25%
48 75%
Total 64 100%

Sumber : Data primer yang diolah

Dari 64 responden yang berpartisipasi sebanyak 26 (41%) orang berjenis kelamin
pria dan 38 orang wanita (59%). Responden yang berusia =< 30 tahun (41%) sebanyak 17
orang (27%), usia 31-40 tahun sebanyak 12 orang (19%) , usia 41-50 tahun sebanyak 12 orang
(19%) dan usia >50 tahun sebanyak 9 orang(13%). Tingkat pendidikan responden adalah
SD-SMA sebanyak 5 orang (8%), D3-S1 sebanyak 56 orang (87%), Sz sebanyak 3 orang (5%).
Responden yang beragama Islam sebanyak 57 orang (89%), Kristen 5 orang (8%), agama
lainnya 2 orang (3%). Responden yang pernah mengikuti pelatihan pajak sebanyak 16 orang
(25%) dan yang tidak pernah 48 orang (75%)

Pengujian outer model
Convergent validity dan Diskriminant Validity

Hasil pengujian validitas konvergen dan validitas diskriminan dapat dilihat pada
tabel 2 berikut :

Tabel 2. Cross Loading

Gender Moral Penegakan Penggelapan

Gender 1 0,231206 0,1818 -0,07389

KC1 -0,26306 -0,38999 0,008288 0,72285
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Gender Moral Penegakan Penggelapan
KCio 0,048946 -0,27857 0,014281 0,683491
KCn1 0,050698 -0,3482 -0,24068 0,757872
KC2 -0,07071 -0,22905 -0,09856 0,650448
KC3 -0,07717 -0,24997 0,003396 0,673375
KCq -0,06637 -0,3318 -0,05379 0,704347
KCs 0,079302 -0,0904 -0,09817 0,611066
KC8 0,078365 -0,15922 -0,08681 0,649715
Mz 0,118958 0,87883 0,2588 -0,45439
M2 0,12698 0,79539 0,307574 -0,18124
M3 0,307254 0,558016 0,179603 -0,25332
Ms 0,188682 0,887633 0,144415 -0,3722
PH1 0,091984 0,152647 0,712251 -0,1131
PH2 0,068732 0,114595 0,780354 -0,06542
PH3 0,207975 0,309427 0,857215 -0,05947

Sumber : Data primer yang diolah
Hasil ujian validitas konvergen menunjukkan nilai outer loading =0,5 yang berarti
validitas konvergen terpenuhi. Hasil ujian validitas diskriminan menunjukkan faktor
loading setiap blok pengukuran menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan blok
lainnya, yang berarti validitas diskriminan terpenuhi.

Hasil Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas diuji dengan menggunakan composite reliability dan cronbachs alpha.
Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

f{(;ililapboi?ii:; Cronbachs Alpha
Gender 1 1
Moral 0,8668 0,787393
Penegakan 0,827762 0,720739
Penggelapan 0,874494 0,841157

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai composite reliability dan cronbach
alpha > 0,7 Hasil pengujian menunjukkan variabel memiliki reliabilitas yang tinggi.

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan
antara variabel, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural
dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel dependen, Stone-Geisser Q-square
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test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur
struktural. R square dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. R square

R Square
Gender
Moral 0,111746
Penegakan
Penggelapan 0,178114

Hasil pengujian menunjukkan nilai R-square konstruk moral pajak adalah sebesar
0.1 dan konstruk penggelapan pajak o,1. Hal ini menunjukkan variasi perubahan moral pajak
dipengaruhi gender dan penegakan hukum hanya 10% sisanya dipengaruhi variabel lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. R Square Penggelapan pajak juga menunjukkan
angka o,1 yang berarti variasi perubahan penggelapan pajak disebabkan moral pajak hanya
sebesar 10%.

Structural Equation Model (SEM)

Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan Structural Equation
Model (SEM). Pengujian dilakukan dengan bantuan program SmartPLS. Hasil pengujian
diperoleh dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Full Struktural Equation Model

Gender

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
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Pengujian hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari besarnya nilai t-statistik. Signifikasi
parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan
antara variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang
diajukan adalah +1,645 ( 1-tailed) Hasil estimasi t-statistik dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Path Coefficient

Original | Sample | Standard | Standard . .
... T Statistics
Sample Mean | Deviation Error (|O/STERR|)
(0) (M) (STDEV) | (STERR)
Gender ->
Moral 0,186569 | 0,182864 | 0,096557 | 0,096557 1,932226
ST 0,02212 | 0,0 6 | 0,132201 0,132201 0,16731
Penggelapan ) 03539 13 13 107317
Moral ->
el -0,4319 | -0,45387 | 0,106685 0,106685 4,048365
e 0,245525 | 0,27096 0,090592 | 0,090592 2,7102
- Moral 245525 | 0,270904 09059 09059 ,710235
Penegakan -
> 0,021185 | 0,014948 | 0,136905 0,136905 0,154742
Penggelapan

Sumber : Data primer yang diolah

Hasil pengujian hipotesis 1

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan penegakan hukum berpengaruh terhadap
moral pajak dengan t statistik 2,7 > titik kritis 1,64 ( 1 tailed) yang berarti terdapat
pengaruh penegakan hukum terhadap moral pajak. Nilai korelasi menunjukkan nilai
sebesar 0,2 yang bernilai positif, yang berarti hipotesis dapat diterima. Dapat disimpulkan
bahwa peningkatan penegakan hukum maka akan meningkatkan moral pajak.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Torgler dan Schneider (2004) yang
menyatakan bahwa penegakan hukum mempengaruhi moral pajak ( tax morale) seorang
wajib pajak. Penindakan hukum yang tegas atas pelaku kecurangan pajak maka akan
meningkatkan kewajiban moral wajib pajak untuk membayar pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 2

Pengaruh gender terhadap moral pajak menunjukkan nilai t 1,93 < titik kritis 1,96 (2
tailed) yang berarti hipotesis ditolak. Hasil analisis menunjukkan bahwa gender tidak
berpengaruh terhadap moral pajak. Hasil penelitian tidak sejalan dengan Torgler (2005)
dan Torgler dan Alm (2006) yang menemukan bahwa perempuan memiliki moral yang
lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Namun penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian Roxas dan Stoneback (2004) juga menunjukkan bahwa pada beberapa negara
yang maju seperti Amerika perbedaan gender tidak berbeda dalam mempengaruhi perilaku
etis.

Hasil Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian hipotesis 3 yaitu moral pajak berpengaruh negatif terhadap
penggelapan pajak dilihat pada tabel 4.5 dengan nilai t statistik 4,0 berada diatas nilai kritis
+1,64 ( 1 tailed) yang menunjukkan moral pajak berpengaruh signifikan terhadap
penggelapan pajak. Nilai koefisien korelasi bernilai -0.4 yang menunjukkan hubungan
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yang negatif, artinya meningkatnya moral pajak maka akan menurunkan penggelapan
pajak. Hasil ini menunjukkan hipotesis 1 dapat diterima, yang bererti moral pajak
berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak wajib pajak pada KPP Pratama Tampan.

Konsisten dengan penemuan Torgler dan Schneider(2004) serta Parker et al (1995)
yang menemukan bahwa kewajiban moral wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannya mengurangi terjadinya perilaku kejahatan pajak termasuk penggelapan
pajak.

Hasil pengujian hipotesis 4

Hasil pengujian mediasi moral pajak dengan strategi causal step menunjukkan
pengaruh langsung penegakan hukum dengan kecurangan pajak tidak signifikan. Pengaruh
Penegakan hukum terhadap moral pajak signifikan pada t statistik 2,7 > titik kritis 1,64 (1
tailed) dan pengaruh moral pajak terhadap penggelapan pajak juga signifikan pada t 4,5 >
titik 1,64. Dengan signifikannya kedua hubungan ini dapat disimpulkan bahwa moral pajak
memediasi secara penuh hubungan penegakan hukum dengan penggelapan pajak. Hal ini
menunjukkan bahawa penegakan hukum akan meningkatkan moral pajak, yang akhirnya
penurunkan kecurangan pajak. Hasil analisis menunjukkan mediasi moral pajak secara
penuh (full mediation) hal ini ditunjukkan dengan tidak signifikannya hubungan langsung
penegakan hukum dengan penggelapan pajak dengan t statistik 0,15 < 1,64 (1 tailed)

Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan oleh Schneider & Enste (2000,
2002) menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah mendorong terjadinya korupsi
dan penggelapan pajak. Hasil penelitian juga konsisten dengan Scholz (2007) dan
Cummings et al, (2009) yang menyatakan sanksi hukum akan menyebabkan
berkurangnya penggelapan pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak melalui efek
jera nya. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Kastlunger (2013) dan Korgel (2013) juga
menunjukkan bahwa kekuasaan yang koesif berhubungan dengan penggelapan pajak.

Hasil pengujian hipotesis 5

Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan pengaruh gender dengan moral pajak
tidak signifikan pada t 1,93 < titil kritis 1,96, sedangkan hubungan moral pajak dengan
penggelapan pajak signifikan pada t 4,0 > titik kritis 1,64 ( 1 tailed). Dengan tidak
signifikannya salah satu hubungan ini maka hipotesis mediasi moral pajak terhadap
hubungan gender dengan penggelapan pajak tidak dapat dibuktikan.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan
menggunakan model Structural Equation Model (SEM), maka dapat disimpulkan bahwa
Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap moral pajak yang berarti bahwa
peningkatan penegakan hukum maka akan meningkatkan moral pajak wajib pajak pada
KPP Pratama Tampan. Hasil analisis menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh
terhadap moral pajak pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan.Moral
pajak terbukti berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Peningkatan moral pajak
akan menurunkan penggelapan pajak pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama
Tampan. Moral pajak memediasi secara penuh hubungan penegakan hukum dengan
penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahawa penegakan hukum akan meningkatkan
moral pajak, yang akhirnya penurunkan kecurangan pajak. Moral pajak tidak terbukti
memediasi pengaruh gender terhadap penggelapan pajak.
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